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PENANAMAN MODAL ASING DAN BEBERAPA
PROBLEMATIKANYA

OK Isnainul
Staf Penpgajar FH Universitas Amir Hamrah

Ahstract : Foreign lavestment and some Froblem. Phe role of foreign mvestment
te development [or developing countries can be broken down into five namely
Fimst, externai fanding sources (Toreign capiial] can be used by developing countrie
wi & basis lor investment and sccclerate cconomuc growth, Second, ncieasco
cronomic growih peeds 1o be [oilewed by the displacement of the structure ol
producticn and trade, Third, Torsign capitel can piay a0 mportant role inmobilzmg
funds apd structorat ransformation. Fourth, the necd for foreign capital be decreased
inmediately affer the structurai changes acualiy happen though foreign capiial i
more productive in the next peried, Fifth, the developing couninies an nol abic 1
stast building hesvy industries and strategic industres, the toreen capital will be
cxtremely helpful te b oabde w0oset up 2 factory-pabik steel pachine
eizctromics factery, the basic chemical mdustry and so an. The role of BLE @
Indonesin bas been supporiing the eveluton of coononme s m aceordasce with e
concepl of hw 1 sLondngs weiviny and coonuimie ideals of Eaoisiisn e

kKats Kenoei : Pansneman bodal Asing, probiematikanys,

Pendakuluan

Penanaman modal merupakan sepala kegiatan menanamban modal, hatk oleh
penanam modal dalam negent maupun penanam modal asing untuk melikokan usaha g
witavah negara Republik Indonesia. Indonesta sebagan sebuah neeam kepulavan yang
memiliki sumber daya alam melimpah dan pertanian, peternakan, penkanan, kehutanan
maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapal diumbil dengan
sendininya ataupun diolah, Negara berkembang seperti Indonesia dan nepara Asia Tengpara
lainnya. Asia Selatan dan Afrika memertukan modal vang dan teknologi untuk mengolahnya
sehingga memiliki nilai ckonomis yang tnggi.

Hurang yang didapat dari hasil kekayaan alam dapat diekspor dan dikonsumsi untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga efeknya pendapatan negara akan bertambah dari
hasil perdagangan, pajak dan konsumsi nasional dari masyarakat Fetapr sebelum modal
rersehut dhdapatkan jadi catatan sejarah bahwa negannegars Asiy, Alnka dan welah dijajah
oleh bangsa Eropa yang culas dengan semangat gold glory dan gospel Untuk kasus
Indonesia, Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahon, diselingt cengkeraman

Portugis. Inggeris, Perncis dan Jepang. Sangat sulit mengkalkulast berapa banyak hasil burm
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Indencss welah dicksplenast penjajah dan seandminyn divangkan sudah beapa anhanan
rupiish
Dinamika Penanaman Modal Asing di Indonesia

Secara storis penanaman modal asing di Indunesia telah dimuolal sepak abad ke X¥)
repatnva tabun 1511 ketika bangsa Eropa mula menjejakkan kakinys di Indonesia, Charles
Himawan membarr 5 (hmat kuron waktu penjajaban bangss Bropa sebasal ik awal
semnaman modal asing, vaitu'

Lo Masa Penpuasaan Portugs (13111596

7 Masu Penpuasasn Belanda vang pertama (15396-1795)

Slasa Penpunsaan Perancs (1795-1811) ‘33, U
4 Mimsa Penpuasaan Ingeris (TE1TE-18100 "'5\
Es
Wasa Rembalinva Pengusang Belanda (LB1- 1982 ﬁ.\*

Viaranenva penjajahan Belandy hermotitkan srenpuasar sumber dava wium indonesin

tharlizime.

v tmelomeads T dabkon pada masa oandamn JEVGSTSO0 dhsebar o
boetsictimgan Saun liberad di Parfemen Belundz vang mampu jnerstah bebuakan pomenntan
dabirn menanpani dacrah japahannyva, dengan lahicnya Agearisehe Bl schingen inembaks
hesermpatan switsts untek menankan modalnya dio Hindia Belanda® Agrarisehe Wer 1R70
dilahirkan bertujwan ontuk mernbuka pinto bagi perusahaan swasta menanamban modiinya s
Hindee Belanda khosusava dadam hidang perkebunan dengan dibenkannva b erpacht s
sinah sl jangka wakia 5 whon D Sumaters Tinwr devaredeel Wer 1RT0 wlah mesiey
perkembanpan perkehunan swasta khosussva tembakay j

Peeahnya Perang Dania | pada tahan 914 memadikan fampin terputasiy g hubungin
nerchonomisn desgen Belanda DI fain pihak, hubungan chonomi dengan Ameriba justia
mentnpkal, arlinva produkst Indonesiz dapat dickspoe be Amerka vange pads saal 1o bdak
terlibar secara langsung dalam Perang Dunia 1 pada saar berakhimya Perang Dunia | tahun

LO1R, voiume ckspor ke Amenka Serikat menpalami surplus yang sangat besar, terutama

Cliales thmawan, The Forenen favestment Yrovess Indonese, (Jakarta  Guaoung Agung. 980,

Sebluer Perang Duma Pertani penanaian iedal asing, sebagin besar dilakukan Penpesaha
arnrrthi Belanda dates Midang sumber Kekayaan alim { scterad resowecas dan periebung serue perlsn
v perkebunan warer et An Ao Chandriwlan, fukurer Perusahaan Mudtieadonal, Cilberatisab
Hiakar Perdupann faternasionad don Hukem Peqanaman Modal, | Bandung - Adumo, 20000, 1044

Sarvono Eartaddino, dick, Separah Masienad Indonesic STV, Uakanta - Depanemnen Peodedikan dan

bownuicdiavaan, 1975, b 84
YT Ketrering Devy, Poerale Sate Stud Citobalesiss Ehanom! dar Peruhaban Nakam ) Samaters

Framme (VT 095, Medan - Proeram Pasca sarfana Universitas Sumater Ut 20043 e
T olhid, O3S
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antara tahun [918-19200. Sayang sekali surplur ekspor tersebut hanya dinimati oleh segelintir
orang, yailu pemenntah, pemilik modal, dan pedagang sementama rakyat tidak  dapar
menikmatinya. Niat sehelumnya untwk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia ndak
terlaksana karena terpisahnya urusan keuangan antars pemernizh Hindiz Belanda dengan
pemenntah Belanda, Kebijakan industri pun ikut berubah, di mana mulai dibentuk suatu
komite untuk mempelajan industnalisast Jepang, baik dan aspek teknis, komersial maupun
kevangan. Untuk memajukan induseri, maka diputuskan untuk mendirikan pendidikan teknik
guna mendidik tenapa-teneeg ahl lokal, mengingal wenaga ahli Fropa sangal mahal. (eh

karena itu, pada tahun 1919 didirikanlah Sekolah Tinggs Teknik di Bandung, sekarang ITR.

Pada tahun 1922, di Belanda dilakukan konstitost bary. Alas dasor konsiitus tersehu
pemcrintzh Hindia Belanda diberikan otoncmi lebih besar dalam memerintah, mercka hanya
memeriukan porsetujuan pemenntsh Belanda uniok hal-hal vang penting sain. Nanuon,
kemuodian kebirakan int dicabut kembah dengan konstitusi Belanda tahun 1925 Hal ini tidad
mengherunkan, mengingar pemetnah Baianda ddak g kelulangan erip atas Hindiz
Helanda, Semeatara iy, untuk mendorose investast, Kitab Undang-undang Hikom Perdats
dan Hukum Dagang yang semula hanva berlaku bagn golongan Eropa, juga diberlakukan bagi

polongan China dan Timur Asing lainnya,

ketka terjadi deprest dums pada tahun 1929, pemerintah Hindia Belanda menpalam)
kemunduran vang sanpatl besar dalam bidang perckonomian. Meraca perdagangannya jugp
mengalami defisit yanp sajam. Akibatnya, scbagian besar masyarakat Indonesia yang
memang sudah miskin menjadt semakin mendenta. Hindia Belanda termasok sungal lambal
mengaiami pemulihan dan depresi ekonom duma tersebut, hal ity diakibatkan oleh kebijakan
protekstonis vang dilakukan oleh pernenintah Belanda dengan menctapkan tan! masuk vang
sapgat tingpi atas produk Indonesia ke Belanda, seperl teh dan gula. Sementara iti, barang-
barang Jepang yang relatif lebih murah memasuki pasaran di Indonesia. Seiring dengan
keadaan fersebut, Jepang molal menmpkatkan bismsnya di Indonesia, antara lain dengan
mendinkan bank dan memasuki bisnis lain, seperti gula, perikanan, dan perkebunan kina

Barang-barang lepanp jupa mular membanjic parasan,

Uik mengatast banjimya barang-barang murah dar Jepang  vang  merupikan
kepentingan industri i Belanda maka pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai
kebijakan vang bersital protcksionis, antars lan dengan menerapkan kuota bagl produk

Jepang. Dhsamping it agar produk tekstil Belanda tetap Kompetitif, maka ditetapkan harga
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produk Jepang terschut yang tinggl. Kehijakan ini memang menpuntungkan industri di

Belandz, tetapi atas beban masvarakal vang larus membelinya denpan harga yang tinggi.

Guna menpurangi ketergantungan  akan produb impor, maka dikembangkanlab
industri lokal. Pengembangan industr tersehut tidak disertal dengan visi membangun bangsa
[ndonesia, tetapi semata-mata mementhi kebutuhan lokal sehari-han. Dalam kaitan dengan
kebijakan tersebut, dikeluarkanlah serangkaian undang-undang, antara lain. Kebijakan
ckonomi yvang semula didasarkan atis liberalisme jupa mengalami perkembangan ke arah
Chonomi Terencana {Planned Economy) Investasi asing juga menunjukkar perkembangan
yang menggembirakan, misainya Inggns di hidang perminyakan, Amerika di bidang industa
pabrikan dan perminvakan: Perancis dan Helma di hidang Kelapa Sawit: Jerman di bidang
teh, kopi, karet. Peralatan, dan konstruksi kereta apt dan Jepanp di bidang teh, kelapa sawit,
pula dan perminyzkan, Bamn masyarakat Indonesia sendin, kenatkan angka imvestast tersebut
tidak secara otomatis meningkatkan  kesejahteraan mereka: vang  sangat  menikmat
euntungan tersebut tentu saja para permlib mivdal, Pemerintah Hindia Belanda sendin tidak
mienunjukkan perhatian menyattiol kesejahteraan masvarakat indonesiz, i bisa dilthat das
kehjakan-kebijakan sepert melarang kontrak dagang langsung penduduk pribumi dengan
golongan Eropa. pemberlakuan hukum yang herbeda bagt golongan Eropa dan pribuni;
langkanya akses di bidany pendidikan bagi orang pribumi; dan fxn-lain

Karena merasa dirugikan atas kebijakan gkonomi pemenniah Belanda vanz bersifat
diskriminatif terhadap produk-produk Jepang, muka pada tahun 1942 Jepang mendepak
Belanda dan menduduki Indonesia Sehagar bangsa yang mendapatkan dirt sehagal “saudara
tua” yang membebaskan Indonesia dari belenggu perjaiahan Belanda, maka langkah periama
yang ditakukan oleh pemerintah pendudukun Jepang adatab dengan melakukan penyitaan
terhadap semua hana pemerintah Hindia Belanda seria para investor asing. Bagi bangsa
Indonesia pada sasl ilw, langkah-langkah yang ditempuh olch Jepang tersebut semula
dianpgap sehagai cara untuk melepaskan din dari belenpgu kolomalisme dan kapitalisme
Harat, tetapi lambat laun temyats tdak sesuai dengan harapan karena pendudukan Jepang
sty membawa  kesengsaraan  dan penderitaan vang  sangat mendalam  bagi  bangsa
Indonesia. Guna menarik simpati bangsa [ndonesi, pemerintil: Jepang memenntahkan
pembebasan tokol-lokoh nasionalis, sepert Soekarno dan Hatta, serta mencanangkan Asia
Tumur Hava  schagai kawasan kesejghieraun  bursama,  Sementara itu, Jepang jugd
menempatkan dirinya sebagai pemmpn bangsa Asia. pelindung bangsa Asia; serla sehagal

cahava bapi bangsa-hangsa Asia. Dalam kedudukan itu, Jepang mencrapkan suatu sistem
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kena paksa vang berkedok sukarela, yaima Romusha. Boleh dikatakan, tidak ada sumber-
sumber ekonomi yang tidak berpindah kepada pemenuhan kepentingan Jepang

Ketika pada tahun 1943-1944 pihak sckuts meningkatkan ofensif-nya vang tidak
mampu ditahan oleh Jepang serta menvadan bahwa wilavah [ndonesia bisa menjadi ajang
pertempuran, maka pemerintah Jepang kemudian memuiuskan untuk memberi latihan militer
bagi pemuda-pemuda Indonesia yang discbut PETA (Fembela Tanah Air) Pelatibhan tersehal
pada akhimya mampn melahirkan kemampuan tempur dari kalangan bangsa Indonesia yang
nantinva berpuna dalam mengusir penjajah Jepang dan Belands yang kemudian mn

kembali menguasal Indonesia.

Setelzh memproklamirkan kemardekaan pada tanggal |7 Agustus 1945, bangya
ndonesia kemudian mampu mengonsslidasikan semua unsur-unsus kokuatannva, termasuk
pemeriniabian dan militer, sehingpa ketika pasukan Belanda datang kembaii memboncenp
hepada sckuty vang  ingin menjaah Indoneisa, hanpsa Indonessa teizh “iap untuk
menangkalnys Belajar darl pengalaman i mizsa lais, bangsa Indone:a nicrumoskan cita-citn
kemerdekaanryve dalam suale undang-undang dasar vang dihmaskan mang menegak ki
supremasi bukum serta dapat mengantarkan bangss Indonesia ke arch kesejahteraan vang
lebih baik. Terhadap investasi asing. pemerintah baru tersebut 1idak menunjukkan sikap
antipatl, hal i terjadi karena mereka menyadari bahwa dalam rangka membangun bangsa
letap diperlukan investasi asing: di samping bantian intelektual serin keahlian reknik. Strateg
dilam menghadam Belanda pun tdak semata-mata ditehankan pada keluatan militer, tetapi
juga pada kekuatan diplomasi dan kekuatan hukum Imternasional. Meskipun bersikap terbuka
terhadap penanaman modal asing, tetapi Harta menckankan hahwa pemanfaatannyva hans
seefisten mungkin agar tidak terjebak kembali ke dalam dominasi asing Selama masa
mempertahankan kemerdekaan, terdapat beberapa perjanjian perdamaran dengan Belanda

yang menyanghkut kekayaan investor asing pada saat itu. di antaranya sebuagal bernkut -

I, Perjanjian Linpgparjati yang ditandatanpani tanggal 25 Maret 1947, berisi pengakuan

Indonesia bagi pemulihan hak-hak investor asing.

1 Perjamjian Renville vang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 1947
i konferens: Meja Bundar vang ditandatangani di Den Maag pada tingpal 0 Nopember

1949, Indonesia diwaptbkan untuk memberikan perlakuan vane  sama di hidang
perdagangan, industri, dan investasi kepada bangsa-hangsa wsing sera membuat jamin

untuk memberlakukan ketentuan hukum berkaitan dengan hal in
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Penandatanganan perjanjian pemulihan kedanlutan Indonesia tanggal 2 Mopember
1949, telah membuka jalan bag bangs lodonesia untuk menghidopkan kembali investas:
asing vang sempal ferbangkalan hampir sepulub tahon karena Perang Dunia [T dan perjuangan
mempertahankan kemerdekaan Sesuai denpan ist peganjian lersebut,masalah-masalah

bidany investasi yang diwajibkan kepada Indonesia antara lain .

|. menjamin berlangsungnya ikhm investasi di Indonesia sebapgaimana sebelum tahun

1942, ermasuk pengakuan dan pemulthan hak-hak investor asing,

]

dalam hal kepentinpan nasional, [odonesia menghendaks dilakokannya tindakan
nasionalisast. maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara member ganii ragi
ying layak
3. diperbolehkan adanva penanaman modal bane di Indoncsia,
Ketika kembull kepada neparn kesstuan pada tabun 1930 dan memberfabokan
Undane-! indane Dasar Sementara 19500, maka mulal dilakukan evaluasi terhadap peranan
penanaman mikial ssing di Indonesia pada waktu-wakty sebelumnyva. Thasil evaluas: tersehu

MRy an, antara laim -

| penanaman modal asing selama ini tidsk mampu meningkatkan kesejahtersan bangss
Indonesia yang pada saat it pendapatan perkapitanya hanya mencapai US§ 50,
denpan unpekat buta huruf 99%,

I modal asing selama ini hanya menimbulkan distorsi terhadap  perckonomian

[ndonesia;

-

penanaman modal sclama ini terlalu membatas penpgusaba Indonesia pada indusin
kel dan kerajinan saja;
4 modal asing selama i mengecualikin bangsa [ndonesia darl kegiatan bisnis i
hidang perdaganpan, keuangan, dan pengangkutan,

Hasil evaluasi tersebut menpakibatkan munculnya berbagar mosi & DPR vang
menghendaki penghapusan kewajiban-kewajiban Indonesia di bidang penanaman medal
asing, schagaimana ditetapkan dalam peranjian pemulihan kemerdekaan tahun 1949 mosi
seperl i oantara fwn dikemuokakan oleh Djodi Gondokusume dan Rehendra Kusnan,
Meskipun most-mosi terschut dapat diatast, tetapn sentimen ant penanaman modal asime
tampak makm kental, D samping it dorongn untuk melakukan tindakan nastonalisas juga

cukup besar
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Pada Kabinet Sukiman tahun 1951, serangkaian kebijakan yang anti terhadap modal

asing mualal diterapkan, vaiu

. mengimbangi modal asing dengan modal dalam neperi yang disponsori oleh negasa,

dengan mengeluarkan perawran vang disebut “Rencana Urpens Industrialisasi™,

o)

niemperluas hak eksklusit para pribumi dalam melakukan impor atas barang-barang
fermeniu;
3. memberfakukan  hak-hak  ecksklusit lainnyva hagd polongan  pribumi secara
diskriminauf
Sayang sckali, kebijakan 4 atas ndak dapst mengangkai kawm pribumi secara
keseluruhan, tetap: hanva menguniungkan sehaman masyaraka: karena adanya prakid
korupst dan nepotisme, hatk nepotisme pariar maupun nepotisme keivarga. D samping T
kehijakan tersebut menemun kegagalan kurena berbagar lzkior, seperty banyak bermuonculan
perisahaan-perusahasn. AL Baba™ munculnva golonpan mencnpab bary yang diharapkan
nidak tercapan: tenadinva imetisiens scewn admumstrant’ tdak berkembangnva kemampuan
bisnes penpusabe noibum: serta sagainva oroses abih wkuolopl Sementara i, sentimen antl
modal asing menimbuikan berbapai kensuhan, seperti kerusuhan Surabava dan Tanjung
Morawa tahun 1953 kerusuhan-kerusuhan tersebut tidak ditangani dengan baik sehings
singal merugikan invesiasi asing, Pemerintzh pada sast e termyata tdak dapat menepakkan

hukumm dengan baik

Ketka Kabinet Al Sastroamidpope berkunsa (1953-19551, demam  Indonesiamsas
dalam kepiatan bisms berkembang terus, termasuk denpan membenkan fasilias-fas sy
khusus bagr kaum pribume Sayang sckali, berbapai fastlitas wersebur banyak disalahgunakan

sehingga tidak mencapal sasaran; kesalahan lama terulang lag,

Pada Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-19536), pemenntah mulal melakukan
serangkaian tindakan untuk memulihkan kepercavaan asing dalam rangka penanaman maodal,
Seranpkaian kebijakan yang ditempuh untek mencapal topoan lersebul termasuk menurunkan
harga minyak dan harang-barang impor. menyariag importic pribumi, menghukum para
karuptor {termasub menten sckalipun), dan berupava menetapkan undang-undang darura
untuk memberantas korups karena denpan dorongan politik yang sangal kuat, maka
dilakukan tindakan septhak menank din dari kewajiban-kewapban yang diterapkan pada

peranjian Den Haap 1944



Kabinet Burhanuddin Harahap kenudian dipantikan oleh Kabinet Al Sustroamidjojo
[l memenangkan Pemile 1955 Banyvak harzpan diletibdan pada kabinet vang dipilih secara
sanpal demokrals i yaite lerciplanya stabilives politik yang dvakin menjadi dasar dar
pembangunan ekonom serla meningkatnys kesejahteraan masvarakat Untuk merealisesihan
harapan masyarakat tersebut, maka dibentuklah suatu menten nepgard engenal  urasan
serencanaan yang dipmmn cleh Juanda hemeninan it dibentiab untdk menyengsong era
investisi vang pada saal i dicanangkan oleh Presulen Sockame Menyadan pentingnva
hukum sehagai sarana perubahan sosiel. maka sebaga dusar dan peremeanaan pembangiunan

tersehut disusunlah Bencana Permbangunan Lima Tahun (19501501 )

Upaya untuk memngratkan myesias terschul lemwals Hdaklabh mudah, bal it

dischabkan kelemahan dalam menetapkan kebijukan investas, sepert modal asing Helanda,

aon-pribam, dan lokal, Sementara i, preses bndonesianans teres berpalan, telaps sanat
dengan KEN schinpga letap tidak manmga menpangkal kesciahternan rakyal  Tumpam
investas) (uen lebih direkankan padi peresshaan perusihamn neggrs Jdan bukan pada modal
swasta. baik asing maupun Jokal Akibatnyz tobut seresaban Jan ketideapuasan dikalanpan
saasvarakal vanp akhirya menimbulken kerasuhan-kerusuhan vang bersifar asial {anb
China) kejadian temsebut tnibel karena aduanva provokast yang memuncutkan isu pri dan
non-pa, dgd ada kambing hitam atas kepapaan dalun inplementast rencana pembangusn

vartg telal dipganshan

Schagar  akibat  kurang  efektifnya pemerintalin pusat dalam mengeerakkan
perckonomian nasionad, maks memuncalkan pemimpen-pemimpin bokal amu dacran yang!
g mandin daiam memaukan perckoenomii daenab, wrmasuk dalam kebijakan dan
pelaksanian  kematan poerdasangin Kebijakan  tersebut kemudian  melahirkan bentuk
perckonomian pulau (island coonpmics). anta lan di Sikawesi dan Sumatessn. Demikian
pula, mercka menolak menverahkan schugian besar husil vang diperolch kepada pemenntah
pusat. Ide tersebut kemudian berkemnbang menjadi wle separatisme seperti Permesta dan

PRRI

betidakpercavaan terhadap ctehtifitas pemerintahan parlementer mulis parai senukan
besar, khususiva dam kalappan punpoan mihier di daerah, Akhirnva, Kahnet Al
Sastroamidjoje |1 menpundurkan Jdin pada tangpal 14 Febraun 1937 presiden Sovkarmo
kemudian meneiapkan negar dalam keadan dururat. babinet Al Sastroamidjojo kemuadian

digamty dengan kabinet Juand:
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Sementars ity secara politis pada waktu it timbul permasalaban dengan Belanda
karena Belanda gapal menyerahkan Irnian Barat kepada Indonesia. Schagai akibatnva, maka
Rabinet Juanda mengumumkan pemogokan selama 24 jam terhadap perusahann: persahaan
Belanda, Lebab jash lagi, maskapai perkapalan Belanda kemudian diambil alib, demikian
pula perusahaan-perusahaan Belanda juga disita. Melalui suatn dekny, Mayor Jenderal
Masution kemudian mengumumkan bahwa semua perusahusn dan aset-asel Belanda yvang
diambil alih atau disita tersebut diletakkan i bawah pengawasan militer. sejak samt itulah
maliter mulai berperan dalam menentukan jalannya perckonomian nasional  Keaduan ini
bukannya memulihkan perekonomian nasional, fetapi schaliknya, hahkan melvmpubkan.
Sistem perbankan dan transaksi perdapanpan internasional ambruk, demikian pula sckior

transportasi “econo-regionalism” yang memang sudah berkembang sehelumnya

Menyadan bahwa Indonesia tiduk cukup memiliki modal untuk memhangun dan
karonanyva membutubkan adanya modal asing, maka pada tahun 195% ditetapkanlah suatu
undang-undang di bidarg penaraman modal, pune mengundane padisipesi modal asing
dalam mempercepal akselerasi pembanguman. Dalam undang-undane wrseba, ditawarkan

berbagar skema bag investor asing, seperti

4. penpurangan pajak wmpor;
b penpecualian atas pajak materai (stamp duties);
¢ pencegahan pajuk berpanda;
i jamminan stas pengalihan keuntungan dan modal;
diberikannyva hak-hak ats ranah kepada investor asing:;
t jaminan tidak akan dilabukannya tindakan nasionalisasi selama jangka waktn 20-3)
tahun
Sedangkan, kewajiban yang dibebankan kepada investor asing hanya mencakup
kewajiban untuk mendidik dan mempekerjakan tenaga kerja lokal serta sedikit mungkin
menggunakan lenaga kefa asing. Dari sepi substansi, Undang-undang Penanaman Modal

Fahun 1958 sudah cubup maju dan modem,

Meskipun memiliki perundang-undangan vang pro terhadap modal asing tetapi dalam
RenyAatannys pemerintah tetap melakukan tindakan nasionalizas: tehadap aset-asel Belanda
vang semula sudah disita, Tindakan nasionahsas: tersebut didasarkan atas Undang Undang
Nasionahisast Fahun 1959 yanp jiwanya sebenarnya bertentanpan dengan Undang-undang

Penanaman Modal Tahun 1938, Undang-undang nasionalisasi ini mendapat dukungan dari
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Presiden Sockamo dan pihak Militer. Dengan wewenangnya, Presiden Sockarno kemudian
menetapkan Dekrt § Juls 1959 untuk kemball ke LU 1945, Setelah ity semakin ditegubkan

berlakunya Demokrast Ferpimpin.

Pada tahun 1961, Presiden Soekarno memberlakukan Undang-undang Pembangunan
ckopomi Semesta § lahun yang dipersiapkan oleh Dewun Percncanaan [Jasional yang
diketuai nich Mr. Moh. Yamin. Dalam undang-undang tersehut, dilakukan pembedaan antard
provek-provek vang dapat dilakukan oleh investor asing dengan proyek yang dilaksanakan
oleh wirga negara Indonesia. %.chijakan inl inanya tergantung pada nroyek yang didanai oleh
investor using, Serangkaian kebijakan pemerintai pada saat ity herbuntut pada penyilaan
pengambilaliban asel-ascl asing. Uindakan mana sangal merugikan kepentingan mvestan
asang dan bereatangan dengan semangat Undang-undang Penanarman Modal [958 keadisn
werschut terus herlangsung hingga tahun {4635, schinga tidaklah mengherankan jika ipvestas
asing di indonesia pada saat ity {elah mencapal ttik nadir {terendah), Tanpa modal asin,
Leadnan  perekanarmian nastonal  jupa semakin merosol dan memburek, demikian pila
Lentiskinan semarin merajalela, hal maa2 menciptaken slatias yang sangal kondusit bag:
Laum komunis untuk mengambil alib pemenntahan melalu G308 PKI. Gerakan ini

kemudian dapat ditumpas dan lahirlah cra bar, yaitu era orde Baru,

Pada tanggal | januar 1967 herlakulah Undang-undang ban, yaitu UL Mo, b Tahun
[UAT temang Mendanaman Muodal Asing. Pada tnggal 11 Maret 1967 lendeml Socharta
dianghkal sehagai Presiden menggantikan Sockamo yang mengundurkan din. Panggapan duri
ar nepen atas pengangkatas Socharto sebagai Presiden dan herlakunya Undang-undang
Penanaman Modal cukup positif, schingga srjak saal itu angka penanaman modal asing i

Indoneisa secars kanstan menunjubkan kenaikan yang signilikan.

Meskipun menunjukkan kenaikan angka investasi yang cukup berarti, tetapt pada 5
(lima) tahun pertama scjak diberlakukannya 111 PMA Tahun 1967, kegiatan PMA lchib

herfokus pada dua bidang industre, yaifu

1. Industri sekunder yang terdir dan barang konsumen sena produk penggantt impoer
Jdan
7 Industd yang berbasis sumber daya alam seperti minyak, pertambangan, dun
kehuatanan
Disamping iw dalam 12 tahun pertama (periode 1967-1979), terdapat heberapa
beterhatasan dalam kepialan penanaman modal asing, misalnya :
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Realisasi investasi vanp cukup rendab yaitu sekitar 42%,

2. Nilai investasi perkapita juga cukup rendah vaitu sekitar [1S$ 1 .80,

A

Tenadinya kecenderungan penurunan investasi dari tahun 1975-197% yane menurut
analisis pakamnya discbabkan oleh beberapa fakior, seperti buruknyva implemenasi
ketentuan-ketentuan di bidang pepanaman modal, lamanya proses birokrasi dalam
rangkd memperoleh isin penanaman modal asing, serta tidak tepatnya insentif dan
tasititas penanaman modal asing yang ditawarkan oleh pemenniah.

secarn wmum, sirategi yang diterapkan U1 Noo 1 Tahun 1967 dalam menarik

investasi asing di Indonesia mencakup 2 {dua) hal pokak, vaitu

]

Vel

Ln

fr.

9

menawirkan berbapai bentuk-bentuk meemif dan fasilitas serta jaminan-jaminan par
melakukan mvestasi di Indonesiz;

Mmemmagan kegiatan para inveslor asime agar teiap werkendall dan ndak berienianpan
denpan kepentingan pasional.

Hentuk-bentuk ieseniif di bedang porpagakan (fax Aolidov) mencakun heberapa hal,

pembehasan atas pajak perseroan bagi provek-proyek prioritas untuk suatu janpka
wakiu lertentu;

pembebasan atas payak deviden untuk suatu jangks waktu tertentu:

pembebasan atus materai.

wllowance atas investast yanp difoting setiap lahun stas keuntungan sebelum pajik
ving berlako untuk empat tahun pertama:

keripian yang dapar dikompensasikan,

penyusutan vang dipercepat atas asct tetap:

bentuk-bentuk  provifage lain dibidang  perpajakan.  apabila dipandang  kegiatan
investasi tersehut sangat penting:

pembebasan pajak impor atas aset letap seperti mesin, peralatan, dan suku cadang
vang diperlukan uniuk kepentinganr operasional:

pembebasan dan pajak kekayvaan.

Bentuk-bentuk  pemberian rax foluwdn sebagaimana vang discbutkan di  atas,

didasarkan atas ketentuan Ordonans: Pajak Perusshaan Tabun 1925 vang diwariskan dar

sistem hukum kolonal Dalam perkembangan selanjutnya, tmbul dua ajaran atau pemikisan,

yaitu perfama, menghendaki adanya reformasi total, sedangkan yang Aedfwa ingin tetap

mempertahankan sistem (kolonial) vang ada. Dari pengalaman vang ada, ternyata-benmuk-
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bentuk tax Aoliday semmakin kehilangan dayva tanknya di kalangan para investor, karena vang

lebih mercka pribatinkan adalah o bicokrast vang dikeluarkan, Oleh karena oo tidaklah

mengherankan jika akhirnyva bentuk-bentuk e Aodichay kemudian dihepuskan.

[ samping bentuk-bentuk insentif di bidang perpajakan sehapaimana disebutkan di

alas, upaya untuk menarik investor teros dilakokan Salah sain kepumsan sidang kabinet pada

tahun 1974 menetapkan kebijakan-kebirakan schagar benkut ;

I

memperkenankan pengefoluan perusabuan oleh perscail asing,

menjamin trasnfer modal dan keuntungan sesual dengan mata vang yang dikehendaks;
Jaminan untuk tidak melakokan undakan nasionalisasi. kecuall dalam keadaan-
keadaan khusus dan dengan kompensast vang lavak, Gknf dan segera;.

Selara berbagar bentuk ansenot yang ditwwerkan, dalam rangka mendorong investasi

dan menpendalikan kegaan pensnsman modal sekaligus antuk melindungt kepentingan

natsional serta menmpkatkan kesejaleraan rakyve maka ditempuly berbapar kebijoakan vang

mernbatas kegiatan pengnaman modal asing, antara lain sehagar benbug

membatasi jumlah penggunadn wensga =bhoasiag, kecoali untuk hidang, dan keahiban
vang tidak dimiliki oleh tenaga-tenaga kena Tnodesia;

keharusan untuk melakukan alib teknolog dan keahlhan kepada pthak Indonesia, bak
melalun pendidikan, latthan, dan tan-lain

adanya kewajiban untuk melakukan divestass Kepada pihak patner lokal atau pihak
pemezang saham Indopesia ninnya,

adanva keharusan bekenasama denpan patner lokal;

adanya kewajiban untuk membentuk suatu perseroan teibatas Indones;

pembatasan karena adanva bdang-bidong vang lerutup bagl kegustan penanaman
modal asing;

pembatasan-pembatasan lun  schagimana  lercenmin atan tata cara  aplikasi
penenaman modal.

Pembatasan-pembatasan sebagaimana weesebat i atas, dilihat dan sam sist secara

teontis akan mampu mengendalikan aknfitas penanaman modal asing agar tdak merugikan

kepentingan nasional Indonesie tetapn di st Lon dapal memben Kesan karangnya

fleksthilitas pemerintah [ndonesia sera dianggap merugikan Kepentingan investor. Hal mana

dapat mempengaruhi daya tank Indonesi schagm tempal unluk melakukan investasi, Para

investor melihat berbagal pembatasan sehaguwimana tersebut di stas sebagan disentifl lerhadap
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penanaman modal asing, Berikut divraikan berbagan bemuk disentd terhadap penamim

modal asing dan kacamata investor:

Tahen

;'u-riu.-'i;-

.

adanya diskriminasi terhadap PMA dibanding dengan PMDM. seperu keliaresan
kerjasama patungan dengan perusahaan lokal, kebharsan distestasi yang terlaby
singhat. masalah ketidakmampuan kontrol pemasaran, dan puma jual,

kurangnva penyvederhanaan hirokmsi.

adanya kebijakan-kebakan pemerintah vang bersifat birokrans,

perselujuan atas proyvek penanaman modal kurang meocerminkan pragmatisme.

telah dihapusnya insentf delam bentuk fax Soliday

Lurangnya koperatfnys BREMIDL

terlalo banyaknya jwenis persetujuan yang harus diperoich

Mengenal perubahan pola penanaman modal asing di Indonesia sepak penonpahan

idlan hinppa awal lahon 19900 olel feffrey A Winiers dibagi atas beberapa

ke T
winnhl sehaga berikor™

penode sebelwn wrijadinya doom minyak anars whoer 19631974, pada periods 0
teradi kensikan arus penanaman modal asing yanp cukup signiitkan

peniode Boom minyak antare mhon 1574-1982, pada penode it pendapatan
pemerintal dar seklor migas cukup besar,

pericde pasca Boom minvak antara tabun 1983-1987, pada penode i terjadi anis
wvestast Jepanp secars bosar-besaran ke Indonesue

pentode keterbukaan ekonomm antara tahun 9881997, pada penode e berianpsung
liberalisasi dalam kebijakan ekonomi yang banyak mendstanghen modal asng be
Indonesia.

Dyalam tiap-tiap periode, di analisis berbagar fakor-fakaor ekonomi dan politik yanp

herpengaruh serta aspek-aspek perubahan bentuk dan sumber modal wsaha. Dan analisa yang

dilakukan termyats masuknya arus modal ke Indonesia baik vang bersumber dan infestas

asing, perolehan dar minyak dan gas bumi, masuknya modal Jepang secara hesar-besaran,

serla keterbukaan chonomi tdak mempunyal korelas: dengan partisipasi polink. Periumbuhan

dan swhilitas ckonom justre lebih banyak dipunakan sebagar alat untuk pembuonghkaman

politik.

Crengan kata lain, proses domokratisasi baik politik madpun ckonoms lidak berpalan

" letfrey A Winters, Dosa-dasa Peditik Orde Rorn, (Jakarta - Penerhit Diambatan, 15999 ) b 68
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Hal ini dapat dizmati dari pelaksanaan pemilu yang tidak jurdil dan demokratis serta

penumpukan modal dan kesejahteraan pada Soeharte dan krom-kroninya,

Keterhukasn dan liberalisast di hidang ekonomi scjuk akhir tahun 198 0-an, telsh
melonjakkan arus mvestasi swasta di Indanesta. Booming di bidang investasi ini mermpakan
reaksi positif terhadap kebijakan liberalisasi yang dilaksanakan. Sayangoya. hal ito ridak
dibarengi dengan penetapan retriksi oleh pemenintah, apar pertumbuhan ekonomi tefap dapal
diimbangi dengan distribusi yang merata kepada kekustan-kekuatan chonomi & buar

- i = - 2 ¥
linpkaran kekuasaan dan krom-kroninys. Dalam catatan pemerintah Onde Bam misalny:

1. derepulas perbankan iahun 1955,

saket derepulas) 1995;

3. paket deregulasi tahun 1996 & bidang tekstil, hubur kayu, kayu lapis dan clebdraonil
ving lanva mengunungkan kroni-keon: Socharo saja,

4. timynnya tingkat suku bunge SBLyang menvapar rati-rata Jioatas 1%
biva chonom g
Kesalahan  dalum  kebijakan  chenomi  sebagaimong disehar  di  was  telab

engakibatkan eradinya beberapa keadaan schagat berikut

1. Bank Indonesia kehilangan kendali atas sisiem monieter Indonesta
pihak swasta dun modalnya mengpantikan peran negara scbapal pengatur chonom;
mikro
i beban hutang  negara  besar sehingpa keputan-kejutan schecil  apapin ata
menmekainyva pelanan modal dapat berakabal fatal
4. Liberasisast vang dilakukan setengah-setengah hanya menpguntungkan sepelintic srang
pengontrol modal.

[ ers reformast, sejak pemerintzhan BJ Hahihie, kemudian Ahdurrahnan Watud.
Megawati, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhovono, Pemenntah justru berupaya
menarik sehanvak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kencgaraan ke luar
negeri, privatsas BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbapad
undang-undang yang menvangkul hisms dan investas: perpajakkan. ketenagakeraan dan
SCIETHSYA, Sermmn updyd ml fenly pertuuan menciptakan ikhim dunia usahe dalam negen
vang lebih kondusil demi meningkatkan capital inflow yang pada yilimnnys diharaphkan

mcninuhaikan kesejehicraan rakyat. Memasuki tahun 2007, semug indikator makro skonomi

U erfrey A Wimers, Loid, ho Y25
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menunjukkan semakin membatknya iklim dunia usaha, nstitusi perbankan yang  kian
berpeluang untuk meningkatkan penvaluran kredit, kian menimgkatnya amvestor confidence,
dan country sivk yang Jups membak, kinerja pemerintahan vang secara amum mula dapat
dipercaya, walaupun masih ada berbagal ketidukberesan yang perlu sepera dibenahi di sektor
birokrasi dan penegakkan hukum.

Tulizan ini akan mengkaji peranan penanaman modal asing hag! nepara berkembang,
faktor-fakior apakah vang menvebablon sebagion besar investor asing enggan masuk ke
Indonesia atau jupa engpan uniuk mercalisasi rencana investasi mercka yang telah disetsjui
pemenintah dan eksistens) penanaman modal asing diera otenon daeral serda penyeleseaian
sengkets dalam penanaman modal asing,

Pengertian Penanaman Modal Asing

Investas: asing dalam IHeraiur ckonomi makro, dapat diakukan dalam bentuk, vainu
investasi portofolio dan investast lunesung st forefsn dircer investment (FDEL Investas
portofolio i dilakokan nwiahad pesac ncdad denean instramen sucat herharga seperti saham
dan ohiipasi. Sedangkan investast lasesung vanp dikenal dengan Penanaman Modal Asing
(PMALY merupakan bentud dnvestas dengan jalan membangun,  omembeli total sty
mengakulsis perusthaan,

Sccars yuridis mengenai Penanaman Modal db Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2007 rentang Penanaman Modsl Dalam pasal 1 oavar 3 Uindane-
Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menvatakan bahwa

“Penanmman Modal Asinge adulal kegiotan menanam modal untuk melakukan vsaba

Jdiowilavah Hepoblik Indonesie vang dilakukan oleh penanam modal asing, haik

mengpunakan moedal asing sepenubnya mavspun yang berpatungan dengan penasam

modul dalam negeri

i dalam Undang-Undang Nontor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ind, jika
diadakan perbandinpan dan investast portofolio denpan Penanaman Modal Asing (PMA)
langsung  lebih banvak mempenval kelebhan, diantaranya sifatnya permanen (Jangka
panjungt), bunvak memberikan andil dalam alih eknotogi, alih keterampilan manajemen,
membuka lapangan kena hary Lapangan kera i, sangat penting bagi negara sedang
berkembang menpingai terbatasnva kemampuan pemerintah unfuk penyediaan lapangan

kerja. Sedanpkan, dalam imvestast portololio, dana vane masuk ke perusahaan vang
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menerbitkan sural berharga {emiten), belum tentu akan sanggup untuk membuka lapangan
kerja baru di dalam Negara mjuan inveslast,

Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dan pasar modal untuk
memperluas usahanya atau membuka usaha bare yang hal ind berarti membuka lapangan
kerja. Tidak sedikit pula dana vang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal
atau mungkin malah untuk membayar utang hank Selain it proses ini ndak teqad alib
teknologt atau alih keterampilan manajemen.

Peranan Penanaman Modal Asing bagi Negara sedang Berkembang

Secara garis besar, peran penanaman medal asing terhadap pembangunan bapi negars
sedang berkembang seperti negara Indonesia dapat diperined memadi lima bal yaitu -
|. Sumber dana eksternal {modal asing) dapal dimanfastkan oleh pepars sedang
berkembang sehapai dasar untuk mempercepat mvestasi dan pertumbuhan ekonomi,
I Pertumbuhan ekonoms yang menmgkat periu dnkati dengan perpindahan struktur

procdukst dan peediaganpan

struktural

4. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelak pervbabion strukivral
benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produkuf.

5. Bagm nepara-negara sedang herkembang vang bdak mampy memuolal membangun
industri-industri berat dan indusinn steatepis, adanya modal asing akan sangal
membartu untuk  dapat mendinkan pabnk-pabik baja, alat-aial mesin pahrik
elektronik. indusin kimoa dasar dan sebagainya
Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enppan melakukan

usaha vang beresike tingg sepertt cksplontasi sumber-sumber daya alam yang belum
dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan bary, maka hadimya investor asing akan sangal
mendukunp mennts usaha ditndang-bidang tersebut. Adanya penpadaan prasarana negars,
pendinian industri-industri haru, pemantaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-
daerah baru, akan membuks kecenderunpan  barg yaiu memmngkatkan lapangan kerja
Sehingps tekanan penduduban pada tanah pertaman berkurang dan pengangguran dapai
diatasi, Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya
iransfer teknologi  mengakibatkan  tenags kera setempat menjadi terampil. sehingga

meningkatkan marginal produktifitasnya. akhimya akan memngkatkan keselunshan upah nil
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Semua ini menunjukkan bahwa moedal asing cenderung mepatkkan tingkat produktifitas,
kinerja tenaga kerja Megars tujusn penanaman medal dan pendapatan nasional.

Kehaditan PMA  bagt nepara sedang  berkembang  sangat  diperlukan  untuk
mempercepat  pembangunan  ckonomi, Modal asing membante dalam  mdustnalisas,
pembanpunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalu
maodal asing terbuka dacrah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugran
pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha
setempal untmk bekerjasama. Modal asing jugn membantu mengurangl problem neraca
pembayaran dan tingkat inflasi. sehinggs aken memperkuat sektor usaha negara dan swasta
domestik dari negara luan rumnah atau yvang sering disebul host couniry

Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cokup mendubung jugs perkembangar

hukum ckonemi Indonesia. Dan untuk menduokeng investasi i Indonesis maka perto
pembentukan hukum ekonotni dengan perangkat peraturan membatehkan kapan vang
berstfal komprehensif dan pendekatan secaras makeo denpan informast yang aburar derzi
multdisiphiner dan berbapai aspek antas lain |
a. Bkonori dan sosial.
k. Sosiologis dan budaya
¢ Kebutuhan-kebutuhan dasae dan pembangunan.
d. Praktis dan operasional dan kebuiuhan kedepan,
v Moral dan etika bismis yang berlaku dalam konsep kelayvakan dan kepattan dalam
kehidupan manusia dan kemanusiaan vang beradakb.
Kendala Investasi Asing di Indonesia
Motil wama modal internasional baik vang bersifal investasi modal asing langsung
(foreign direct imvestment) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return
vang lebih tinggi daripada di negara sendird melalui tingkat pertumbuhan ekonomi vang lebih
tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebib baik.
Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor
- Lklim investas: vang kondusif dan prospek pengembangan di negar penerima modal.
Dilihat dari kedua fuktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lehib
banyak mengalic ke negara-nepara maju danpada ke negara-negara berkembang. Aliran
muodal ke negara-negara berkembang masth dipengarubi faktor-fakios sebapai benkut

a. Tingkat perkembangan ekonomi Negara penenma modal.
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b, Stabilitas politk yang memadal.

¢, Tersedianya saruna dan prusarana yang diperlukan investor.

4. Aliran modal cendering mengalir ke Negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapiia
vang ingg.

Senada dengan hal distas Pancnis 1. Nacy memetakan adanya 3 (tiga} syarai-syaral
untuk bisa mendatang investor bagi negara-ncgara berkembang, yaitu : perigma, adanya
eronamic opporturmfy | inveslasi manpu memberikan keuntungan secara ekonom b
investorty: kedwa, political stability ( [rvestasi akan sangal mempengaruhi ylabiliths sangat
dipengarubi stabihtas politik): ketiva, fegal cortainly atiau kepastian hukum.”

Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanva indikasi relokast invesiasi
ke negara lain disebabkan karena fidak kondusifnva iklim investasi di Indonesia dewasi
ini Apabila ditinjau dari Undang-lndang I'cnanaman Modal, sudah dapatl dikatakan [
Undang-undang, tersebul mencakup semus aspek penting, scpertl pelayanan, koordinust,
Facilites, bk dan kewajibin mvestor. ketenapakeradn, dan sektor-sektor yane dapat dimasikl
vesior, Hul tersetny dinpavakan secard moksimal apar terjadi peningkatan mveslas i
Indopesia dan sisi pemeriatah dan  kepastian herinvesiasi dap sis pengusaha’ivesor
Bueberapa poin peoting dalam Undang-Undang Penanaman Moda!, diantaranya adalah pada
bah | pasal 1 Nomer 10 terkait pelavanan terpadu satu pintu. Yang artinya bahwa sstem
nelayanan tersehit diharapkan dapal mengakomodasi keinpinan investor/pengusaba wnnik
memperalel pelavanan yang lehit efisicn, mudah, dan cepat. Schingea bagh manca Mepard
yang ngin berinvestast disebuah wilavah Indonesia, tidak perlu lagi memmpgu dengan withiu
vanp lama untuk memperoich in herinvestast di Indonesia, bahkan tidak perlu lag
mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lam akibat panjangnya jalur birokrast.

Kepastian hukum, kcpastian herusaha, dan keamanan berusaha hagi penanam modal
yang terdapat dalam pasal 4 Nomer 2h, helum sepenuhnya terlaksana. Hasil studi LPEM-
FEUL (20013 menunukkan hahwa masalah vang dihadap pengusaha dalam melakukan
investasi di [ndonesia selain persoalan hirokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus
dikeluarkan serta perubahan perdnuran pemenntah daerah yang tidak jelas atan muncul tiha.
time, juga hondis keamanan social dan politik Indonesia Bahkan. World Feonomic Forum
(3007), menunjukkan dar 131 negara, lndonesia berada datam urutan ke-93 menpend

perlindungan bisis

* pancras 1 Masy, Counery Risk, How To Asses, guantify and mopitor | sehagaimana dikutip oleh
Erman Rajaeukpuk, Fukem lrvesios: i [ndonesia Pokok Bahasan, (lakars . Fakultas Hukurs Universitis
Indonesia, 2005, Al
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Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia. juga menjadi penghambat. Karena
iein investasi tidak dapat dilthat sehagar sesual vang berdin sendin, tetapi harus menjadi
satu pakel dengan izin-tan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempenganihi
kepiatan usaha dan menentukan untung-ruginya suatu usaha, Misalnva di sector perhotelun,
jumlah an yang diperiukan mencapal 37 buah, karena setiap bagian dan hotel harus
memiliki izin khusus dari departemen vang terkail. Kondisi perizinan penanaman modal vang
rumit ini, seringkali membual para penanam modal membatalkan niatya untuk berinvestasi
di Indonesia. Meskipun pelayanan terpadu satu pintu sudsh diterapkan.

Hasil survey World Feonomic Forum (WEF) tahun 2007 menunjukkan. bahwa 8 5%
dari jumlab  pengusaha di Indonesia  vang  menjad responden mengatakan  bahws
permasalaban wtama mercka adalah peraturan ketenapakedaan vang  restriktl, 10 7%,
mengeinikan ketidakstabilan kebijekan, dan 16 1% mempermasalahkan hirokras: vang fiduk
efisien.

Penclitian fpvestas di kot Moedan menyimpuikan Faktor-fitkior yang mempengarub:
klim penanaman modal di Ko Medan dapat dikbesitibosikan ke dolasm dus Takior vaiht
wkior hukum den faktor di baar Bobom, Faltor huburs berupa peraivran perundangan
nasional yang kumng memadai dan peraturan dacrah yang berbentuk izin pangguan (HO)
lerlabu banyak membebankan pengussha dan investor, Sementara fakior di fuar hukum adaiah
Jaminan Keamanan, pungutan lariak resmi. kelembagaan Instansi Penanaman Moda! vang
perlu diperiowt, infrastruktur yang belum memadan (krisis listnk dan gas), Promos] vang
kurang dan SPM yvany juga belum memadai”

Khusus masalah birokrasi, vang tereenminkan oleh antara lain prosedur admimstrasi
dalam mengurus investasi seperts perianan, perstoran atag persyaratan lainnyva vang berbelin
belit dan langkah prosedurnya vang ndak jelas. Hal im merupakan masalah klasik yang
membuat investor enggan berinvestust i Indonesia. Sehingga permalahan ini menjads
kendala tertinggi penanaman modal asing di Indonesia. Masalah ini bukan hanya membusat
bunyak waktu yang terbuang, tetapi besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha
atau calon investor. Thantara Negara-negara ASEAN, hasil survey WEF menunjukkan
Indonesia berada pada posisi ke-3 seteluh Singapurs dengan birokrasi vang paling efisien atau
braya birokrasi paling murah {udak hanya di ASEAN tetapi juga dunia menarut versi WEF)

dan Malaysa

" lsmed Banibark, Anafivis Rupular Pengnoman Modal Asing Ridang Usaha Pariweare Sckior
Perhatelan di Kota Medar (Medan - Tesis Pasca Sanana Magister Hukum Hisnss, Universitas Medan Area,
201, A
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Menarik meiliat survey vang dilakukan Survey Doing Business pada tahun 2(H6. yang

menempatkan [ndonesia negara ranking  perlama paling banyak dan lama pengurusan (12

prosedur denpan lama pengurusan 97 hari), dibawahnyva Thaiand (B prosedur, lama

penguradan 33 hari), Malaysia (9 prosedur, 30 har lama p*:nguﬁ.ixu.nj_#

Senada dengan hasil penclitian ini, menurut Wakil Presiden Boediono,”

Masalah investas: yvang pertama adalah infrastrubtur. Menurut Bocdionn, Indonesia
terlambat dalam menpembangkan infrasirukiur “Faami harss jujur dan mengakod
hahwa berada di belakang dalam menpembangkan infrastruktur. Hampir semua jumis
infrastrukiur, Karena i, Boediono mengatakan, pemerintah mula mengatas kendala
invesiasi ini. Pemerintah mulai mengembangkan sekior pelabuhan. bandara, jalan,
kercta apai, pembangkit listrik, fasiditas perkuataan, encrgl terbarukan, Snfrastrukiur
gas, dan lan-lain. Untuk mempercepat pengembanpan infrastruktur i, Masaiah lain
bukan hanva keterbatasan inirastrukiur Roediono juga mengaku sozl kepastian
hukuin termasuk kebijakan yapy tedak konsisten dan tumpang tindih dan peraturan di
tingkat pusat dan daerad "Sava menvadan babwa masth ada keluban di kalangan
Lomunitas bisnis di sint entang hal me” katanya. Dan sstu hal vang men)udi soroian
Hoedione menyangkut sumber daya manusia vang wrampil. Menurutava, bebutuban
akan tenaga kema yeog ferlatth den erampl
tersendit. Menginpat jumlah peiamg ke terus ierhika, g hanya sedikin peican
kena yang dapat terserap

suzt hualifikas) menjad! persoatan

Sementara pandangan investor terhadap masalah hambatan investast di Indonesia

setiduknya bisa ditelesik dari pendapat dubes AS untuk Incdonesia ;

sava mehibat ada tiga masalah yang periu diperhatikan vang dinadapt dalam masalah
ivestasi di Indonesia. Masalah pertama adalah infrastrukiun, kedua adalah korups:

. . \ { [
dan ternkhir adalah repulast yang bdak jobas !

Scjalan dengan pandangan im MCHANA MCOCCITN apil yang dikatakan Yusrl Thez

Mahendra

2012

Harus diakui, bahwa pembaharian suhstanst hukum semata tidak akan cukup menarik
bagi investor olch aparatur hukum yang teersih dian efisien dajam melaksanakan aturan
hukurn vang bersangkutan agar dapal memenulti tuntutan kebutuhan masyamkal saat
ini. Oleh karena itw, satu aspek vang penting dari pembangunan hukum adalah
penepakan hukum (Jaw enforcement). Dalam katannyva denpan memberikan jaminan
dan kepastian hukum, ada beberapa hal vang harus difakukan yakni perlama, penataan
perangkat hukum di ingkat nasional bak menvangkut substanst maupun aparaiurmya;
kedua, menciptakan kondist vang sondusif investass odi daerah Hal it hukan hanya
menvangkut aspek stabilitas polink dan keamanan semata-mata Lelapn jugie penataan
kembali  produk-produk didacrah selingga fdak menjadi hambatan masuknya
* Dikutip dan Didik 1. Bachbie, Arsiiekis Sk fvesis Ingonesta, | Jakarta Indeks, 2008), b 47,
* Harian Kontan online, * Baediano Unpkepkan Museleh fevestast d frdonesia . langgal § Movember

0 Cykeznne com, 3 Afasan frvestost fodusesia Terpangie’ 28 Juli 2011



mvestor. meningkatkan kualitas profesionalisme di daerah, dan menmgpkarkan hualitas
sarana dan prasarana penunjang perekonomian, serta promosi potensi dalam bentuk
penyusunan peta investast di daersh. Ketips, pemberian inscentif khusus bagn para
investor yang berniat menanamkan modalnyva di kawasan Indonesia Timue, '

Penanaman Modal Asing di Era Otonomi Daerah

Sejak pelaksanaan otonomi daerali pemenintah pusat mengeluarkan Keppres khusus
mengenal penunaman modal karena benyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor
vang ingin membuka usaha di daerah. khususnyva yang berkaitan dengan prises penieuresan
tzin usaha, Terkait masalah birokrasi yang berbelit-belit. kemudian diperparals depoan
banyaknys peratumn pemenntah atau keputlusan presiden tidak dapat berjalan efekil harens
adanya lank-menank kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah dacrah yane
semuanys merasa paling berkenentingan ates penanaman modal di daerzh Dalam bebijakan
vtanem daerah, pemerintzh daerah baik ditingkat provinsi, kshupaten. kot Jiberikan
Kewsenanean dalam hidang penanaman modal [al mulah vang mendasan munculnva Keppres
lersehun

sebelum pelaksanaan otonomi dacrah, peagirusan zin vsaha dilobukan oleh BRPM
unick pemerinth pusat dan BRPMD untuk pemerintah daerah, Mamue setelah otonarm
dacrabi. terjadi ketidakjelasan menpenai pengurusan izin vsaha/investasi. juga terjady tarik-
menarik antara kegiatan BKPM dengan BKPMD serta instansi-instans: pemenntal daseah
fatnnya yang menanpani keglatan investast. Sejak penerapan olonomi daerah hingea kim
hanyak  pemberitaan di media massa yang menunjukkan  bahwa  disejunlah  daerah
huowenanmn penanaman modal digabung dengan dinas penndustrian dan purdagangan, atau
bagian perckonomian. Ada beberapa dacrab yang membentuk suatu dinas khusus untuk
menguris penanaman modal. Banyak kabupatenkota bahkan yang sanpat serius dalam
menciplakan ikl berinvestasi yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu
atap. Di Jepara dan Yogyakara misalnys, menurut majalah Swasembada 2004, denpan
sistem satu atap ini surat perizman usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari hingaa
I minggu. Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang belum mampte merumueskan
kebijakan atau regulast sendin, schingga masib terikat dengan kebijakan pemenintah puosat

datam hal penanaman nyodal,

CYusnih thea mahandra, Stearegr Implementasi Kebigakan Oalam Memboriban Jaminar Aepuitisn
Hukzem Ferhadap frvestasi [H Kawasan Timue Indonesiol, dalam Tim Pakar Hukom [epartemen Fchuikiman
dan HAM Republik Indonesia, mewujudkan Supremast Hukum di Indomessy Catasan dan Crapgasan Prof {ir
Yusril Thea Mahendr, (Jakana - Sekjend Depkel dan 1AM, 2002), h.205-207
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Dalam hal tegadi senpketa dibidang penanaman modal antara pemeriniah
dengan penanam moedal dalam oegeri, para pihak dapat menyelesatkan senpketa
terschut  melalui arbitrase  berdasarkun Kkesepakatan para pihak, dan jika
penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa
tersehut akan dilskukan di pengadilan.

4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan
menyelesaikan sengkety tersebut melalui arbitrase mtermasional vang harus
disepakat oleh para pihak.

Biasanya dalam beberapa kontrak vang dibuat oleh pars mhek dalam kerjasama
patungan di bidang penanaman modal asing, terdapat Mausala penveiesalan sengheta meialy
pengadilan seteinpal, jika cars-cara musvawarah yang ditempuh Gdak berbasil menvelesaikan

sepghel
t. Penyvelesaian melalui Arbitrase

Carp penyelesman sengheis Jdi hidane  pensnaman meda! melaiaol arhitrase
tarpaknya merupakan pilihae yieng semakin popatler. Hal o dapar dimenpenti, menginga’
carz penyclesaian melalui arbitrase dipendang relaliil lebih prakis, cepat, dan mursh, sertn
lertutup. Cara penyelesaian melalni lembaga arhitrase asing, seperti melalm [0S
Unternational Center for Settlement of Investment Disputes) maupun [CC (Internationa!
Chamber of Commerce) Indonesia sendin sudah meratifikasi New York Convention on
Recogmition and  Fnforcement of FPorcige debitrel Award o 7958 sementara itu.
penvelesaian melalon arbitrase nusional sepertt BAN] (Badan debitrase Nasional Indonesia)
Juga dapat dilakukar sesuw denpan ketentuan 117 Na, 30 Tahun 1999 tentang Arhitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengheta. Untuk dapat menyelesatkan sengketa di antara para pihak
dalam kepiatan penanaman modal melaln lembaga  arbitrase, biasanya para  pihak
merumuskannya dalam klausula arbitrase pada pemjanjian yang mereka buat, dimanza
dicantumkan cara penyeleswan melalui arhitrase. Dalam prakteknya. permasalahan yang
timbul dalam kaitao dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah menvangkut

pelaksanaan putusan arbitrase ito sendin.

Penelittan Yansen Dermamo Lanf menvimpulkan bahwa tempat  penyvelesaian
sengheta dalam perjanyian joint venture beraneka ragam, dan memilih pengadilan Indonesia,

Arbitrase di Indonesia. Arbitrase di Juar neger sampan dengan pengadilan lwar negeri.



Pilihen-pilihan tersebun tergantung seberapa jauh pihak asing percaya kepada sistem hukum

- &
Indonesia.'

Sementara Budiman Ginting mengataken, dari 36 (73%) PT PMA & Sumatera Utara
memilih Indonesia schagai hukum yany akan digunakan ( choice of faw) dalam penyelesaan
sengketanya, sementars itu hanya schesar 24% vang memilih hukum dar negara myvestor
asing. Herarti hukum Indonesia dipercaya oleh investar asing uniuk menyelesatkan sengkela

vang mungkin timbul.”

2. Penyelesaian melatui Cara-cars Penyelesuian Alternenif (ADR)Y
Cara-cara penyelesaian senpheta lamnyd yang seomkon popuber akhir-akhin i adalah

AR yang dalam pans besamya dapat dibag atas

4 neposizst, baik secara lanpsung maupin Ddak fangsung,
b, medias
¢, feguiries,
d. konsiiasi
e, good affiees,
[ melaiut ombeadsman

Menpenai tain cara penyelesman senpketa di Suar pengadilan di Indonesia, dapat
dilaksanakan menunat ketentuan-ketentuan vang terdapat dalam UL Mo, 3 Tahun 1999
tenlany Arbitrase dan Allernatif Penyelesaian senphets Yang mungkin menjadl persoslan
menyangkut mekanisme alternand penyelesiin scngketa de luar pengadilan sehagaimans
pada arbirase adalah penegakan dan sanks hukum, dalam hal para pthak atau salah satu

pihak tidak mau melaksanakan kesepakatan yang dicapar.

Kompetensi absolule arbitrase untuk menyelesakan suatu perkara hergantung pada
perjaniian arbitrase yang dibuat oleh para pihak Ada dup bentuk perjanjian arbitrase, yakm
Juctum de compromitendo dan akta kompronis. Di dalam factum de compromitendo, para
pihak yang membuat kesepakatan untuk menyelesaikan senpketa yang mungkin timbul
melalui forum arbitrase. Perjaniian arbitrase ini melekat pada suatu perjanjian yang dibuat
para pihak, scpertt perjanjian usafin paiungan dan keapenan. Cleh kareni i@ merupakan

hagian dari suatu perjanjian terfeniu, maki 12 disebut sebagan klausul arbitrase. Puda saa

Moo nepn Dermamea Latel, Privhan Hukum dan Pdihan Forum Dalam Kontrak fetermayronal, | Jakana
- Program Pasca Sarjana, Fabultas Hukum Universitas Indonesia, Cet 1, juhara, 2002} h. 346.

Piudirman Ginting, Fukue (nvesias Perlindungan Hwbem Pemagong Saham Mimoeisas datlirm
Prorusaham Modid Azing, (Medan © Postaka Bangsa Press, 1007}, T 239-240
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mereka mengikatkan din dan menyetuju klawsul arbitrase sama sekali belwmn teqadi senpketa
aau perschsthan, Klausul arbitmase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisiban yang
mungkir timbul pada wakte yang akan dating. Jadi, sebelum terjadi persclisthan para pihak
telab bersepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisthan vang akan tenadi

wleh arbitrase.

Hentuk perianjion vang kedua adalaly akta kompronis st compromse sentlement
iperdamaian vang dicapai di luar penpadilan). Akta kompronis ini dibuar setelsh tmbul
persclisithan antara para pihak, Setelab para pibak mengadakan perjaniian, dan perjanjan
sudah henalan, kemudian #imbul persclisthan. Sebelumava. batk dalam peranjian vang
bersangkutan ataupun akia sersendire. tidak diadakan peganjian arbitrase, Dalam kasus sepert
i, apahilapara piliak menghendakl agae persclisthan diselesaiicm malalu forum arhiiose,
rcreka dapal membuoat perjanjian antuk ity

Pada saat i telah pelembapaan arbitrase telih telah divndanghpan disvahkannys
Dndang-Unduang No o 30 Tabun 1999 Temang Arbitese Dan Alermalil Penvelesaian
Senpgket” ving mengatur kompetenst absolule arbitrase, Pengaturas terseheut terdanat
berdasarkan undang-undang im arbatrase di Indonesia memiliki kededakan dan kewenanpan
vang semakin jelas dan kit Pasal 3 Undang-Undang Mo 20 Tabun 1999 menvatakan baliwa
pengadilan negert tidak berhak untuk mengadifi sengketa para pthak vang telah wekal dalam
perjanjian arbitrase. Denpan demikian, pengadilan tidak berwenang untuk mencampuri seat
senphetd bilwmana dicantienkan sehualy Kawsol arbitrase dalam suat kontrak

Fupuan arbitrase sehagni allematit bt penyelesaian sengketa melalui penpadilan
ahan menpadt siesia manakala pengadilan masih bersedia memeniksa sengketa vang sejak
semuli disepakat diseleswikan melalut arhitrase, Lamngan campur tangan pengadilan i
lrarya untuk menegaskan hahwa arbitmse adalab sebuah lembapa vang independen Schingga
pengadilan wajib untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun arbitrase menupakan suatu
lembapa independen yang terpisah dan pengadilan, tidak beram bahwa tdak ada kaitan erat
diantara kedusnva, Lembaga arbitrase membutuhkan dan berpantung pada pengadilan,
misalnya dalam pelaksanazn putusan arbitrase
Penutup

Peraman PMA & Indonesia cukup mendubung  juga perkembangan kelidupan

chanom sesu dengan konsep hukum dalam kepiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonom:

" Syl Margeno, A8 Afternative Dispute Resolution & Aribitrase Froses Pelembagaan dan 4ipek
Husumm ( Boeor - Ghalia Indonesia, 20043, b2,
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Indonesia, Adapun  {akior-laktor penghambat yang membuat investor enpgan dalam
menanamkan modal ke Indonesia dapat diatasi denpan keseriusan pemnerintah pusat aagar
ichih memperhatikan undang-udang atau kebijakan lain vang sejalan atau mendukung adanyva
penanaman modal asmg i Indonesia D1 sisi lain implementasi peranaman modal asing
alzapun dala neperi harus dimonitor secara ketal guna kelancaman investasi dan tak kalah
pentingnya agar pemennish pusai membantu secara simultan sunggub-sunggub upaya
pemenniah dasrah dalam menyederhanakan proses pericinan penanaman modal di daerah.
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